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Koliasi Masyarakat Anti

Korupsi mendorong Komisi
Pemberantasan Korupsi ( KPK)
untuk mengawal dan menin-
daklanjuti penyelewengan dana
penanganan Covid-19 di Sum-
bar, terutama mengenai pe-
ngadaan hand sanitizer yang
diduga mengakibatkan keru-
gian sebesar Rp 4,9 Miliar.

Pada diskusi beberapa wak-
I tu lalu, Koalisi Masyarakat Anti

L

Koaliasl..,...,,.,r.rtrrrr' dari hal I
Korupsi Sumbar, bertemu
dengan Wakil Ketua KPK
Nurul Ghufron di salah satu
kafe di Padang. Dalam ke-
sempatan itu, Koalisi Ma-
syarakat Sipil Anti Korupsi
Sumbar menyerahkan la-
poran dari Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK) ter-
kait dugaan penyimpangan
dana penanganan Covid-19
di Sumbar.

Koalisi Masvarakat An-
ti Korupsi Sumbar yang di-
n'akili oleh Charles Sima-
bura mengatakan, dalam
pertemuan itu pihaknya
menyampailian pernyata-
an sikap kepada KPK terkait
kasus dugaan penyele-
wengan dana Covid-19.

"Kita berharap KPK
melakukan supervisi, bah-
kan seandainya proses
tidak jalan KPK akan me-
ngambil alih perkara ini
untuk diselidiki dugaan
tindak pidana korupsi atas
hasil dari temuan BPK,'
kata Charles yang juga
Pakar Hukum Unand ini,
Rabu, (1713) .

Ia menjelaskan pada
dasarnya pertemuan yang
dilakukan hanya atas dasar
silaturahmi ahtara Koalisi
Masyarakat Anti Korupsi
Sumbar dengan KPK.

"Kita bicara pembe-
rantasan korupsi di Sum-
bar, terus dengan adanya
perkara ini mohon atensi
dan perhatiaan dari KPK
dengan adanya temuan
dari BPK. Sebab, KPK juga
ikut mengawal secara na-
sional penggunaan dana
bencana ini," ungkapnya.

Ia menegaskan ketika

"Kita berharap
KPK melakukan

supervisi, bahkan
seandainya proses

tidakjalan KPK akan
mengambil alih

perkara ini.

ada pertemuan seperti ini
tidak selesai dengan ada-
nya laporan dari BPK saja.
Tapi KPK juga memenuhi
syarat untuk mengambil
alih kasus dugaan penyele-
wengan dana penanganan
Covid-19 tersebut.

"]ika diduga adanya
tindak pidana tentu ada
kewenangan dari BPI( se-
hingga KPK juga bisa mela-
kukan supervisi dan me-
ngambil alih seandainya
perkara ini tidak jalan,"
terangnya.
: Charles berharap apa-
rat penegak hukum harus
rnenyelidiki dan rnemper-
hatikan apakah ada du-
gaan tindak pidana korupsi
atau tidak dalam penye-
lervengan dana penanga-
nan Covid-19 di Sumbar.

"Bahkan secara ranah
hukum keuangan negara
itu walaupun mengembali-
kan keuangan negara, ti-
dak menghapus pengu-
sutan dugaan tindak pida-
rranya,'. terang Charles.

Di samping itu, katanya
Pansus DPRD sudah rne-
ngeluarkan tiga rekomen-
dasi setelah kerja pansus
selesai. Pertama pengem-
balian uang sebesar llp4,9
miliar terkait pengadaan
hand sanitizer, kedua me-

minta gubernur untuk
memberikan sanksi kepada
pihak-pihak terkait dan keti-
ga meminta aparat pene-
gak hukum untuk menda-
lami dugaan penyelewe-
ngan dana tersebut.

Sementara itu, Wakil
Ketua KPK Nurul Ghufron
menyampaikan bahrva
KPK akan menganalisis
temuan dugaan penye-
lewengan dana tersebut.
Jika nantinya menjadi ke-
wenangan KPK, maka akan
ditindaklanjuti melalui bi-
dang penindakan.

"Kami akan pelajari
terlebih dahulu, apakah ini
wilayah KPK atau tidak.
Selain itu, kami iadinya
berharap karena Pansus di
DPRD telah terbentul dan
telah selesai bekerja, kami
berharap juga bisa men-
dapatkan hasil kerja dari
Pansus uniuk dipelajari,"
kataNurul.

Dalam kesernpatan itu
Nurul rnengapresiasi gera-
kan dari masyarakat terha-
dap pemberantasan korup-
si. Hal itu, kata Nurul, jrrga
sejalan dengan perjuangan
KPK yang saat ini tengah
menggencarkan pendidi-
kan dan parlisipasi masya-
rakat dalam pemberan-
tasan korupsi.

"Inj sebuah kebangg$r,
LSM atau NCO memffi
nyai kekuatan yang b$l-
dalam meningkatkan in?si-
asi dan turut serta mening-
katkan kesadaran masya-
rakat, terutama dalam me-
lakukan pengawasan, r$u-
lai dari pengawasan dana
desa dan hingga ke proyek-
proyek besar," pungkas-
nya. (hen)


